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MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
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Dosen Fakuitas Hukum Universitas 17

Agustus 1945 Jakarta

Abstract

A person who upholds and againsis th

culture of his own communily. The law may be obeyed by everybody in a s6¢
crent from their legal cultures. I conformity with the marriage lav
no. 1 of 1974, the legal age for amale is 19 and 16 for a female corresponding with (i
Responsibility is an importani 1 (
soul culture. Survey said that for Bataknese who have settled in 0ig
s 20 years for female and 25 years for male.

legal values are di

legal culture of Batak Toba communify.

Bataknese leg
Jakarta, the average marriage i

o law in a society mostly depends upon the

Key words : Marriage, legal culture, society, community.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Penelitian
Lawrence M.Friedman me-

ngemukankan bahwa sistem  hukum

3 (tipa) unsur yaitu (a) struktur

memiliki
hukum. (b) substansi hukum dan (c)
budaya hukum (Lawrence M.Friedman,
2001: 7-8). Unsur struktur hukum
meliputi lembaga pengadilan dan ruang
lingkup kompelensinya, lembaga
legislatif dan lain-lain yang membentuk
dan menegakkan hukum. Unsur substansi
hukum adalah aturan atau norma dalam
sistem hukum yang memberi tuntutan
untuk  melakukan  perilaku  yang
seharusnya. Unsur budaya hukum adalah
sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum yang berkaitan dengan
kepercayaan, nilai, pemikiran  serta
harapannya  (Lawrence M.Friedman,
2001: 7-8). Sikap manusia terhadap
hukum dan sistem hukum itu akan
tercermin dari bagaimana manusia itu
bertindak ~ mempergunakan hukum,
menghindari atau menyalahgunakannya
(Lawrence M Friedman, 2001: 7-8).

Ketiga unsur sistem hukum tersebut
berkaitan erat satu sama lain. Un
gtruktur hukum berkaitan erat de
substansi hukum karena substansi hukum
dibentuk oleh badan legistatif dan
ditegakkan oleh badan pengadilan. Unsur
qubstansi hukum berkaitan erat dengan
unsur budaya hukum karena budaya
hukum berkaitan eral dengan masalah
efektivitas hukum dalam arti bagaimana
budaya hukum mempengaruhi  dan
menentukan apakah substansi hukum
dipatuhi, dihindari, disalahgunakan atau
disimpangi. Budaya hukum tampak dalam
perilaku komunitas yang menyimpang
atau mematuhi ketentuan hukum. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam kenyataannya
substansi hukum tidak dengan sendirinya
berlaku karena telah dibuat oleh badan
pembentuk hukum yang berwenang
tetapi.  mungkin saja  disimpangi.
diabaikan atau dilanggar. Oleh sebab itu,
Friedman {Lawrence M.Friedman, 2001:
7-8) mengemukakan “Tanpa budaya

hukum substansi hukum itu sendiri tidak
akan berdaya -— seperti ikan mati yang
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berenang di keranjang, bukan seperti ikan
hidup yang berenang di lautnya.” Suatu
perumpamaan yang sangat tepat untuk
menunjukkan hubungan unsur substansi
hukum dengan uasur budaya hukum.

Apa sebab demikian ? Berbagai sikap
masyarakat terhadap substansi hukum
seperti mematuhi, mengabaikan atau
melanggarnya bergantung pada nilai-nilai
budaya yang melandasi budaya hukum
masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya
mempengaruhi dan menentukan persepsi
manusia aiau masyarakat terhadap segala
sesuatu  gejala  yang  dialaminya.
M.Sastraprateja dalam bukunya
“Pendidikan Nilai Memasuki Tahun
2000” mengemukakan babhwa “Orang
bertindak  berdasarkan  nilai  yang
diyakininya. Dan ini selalu diulang dan
menjadi kaidah hidupnya. Semakin kuat
nilai yvang dipilih, semakin kuat pengaruh
nilai ifu atas kehidupannya” Maka,
persepsi dan sikap suatu masyarakat
terhadap hukum dan sistem hukum
ditentukan " oleh nilai-nilai budayanya.
Nilai-nilai budaya yang  diyakini
menentukan  bagaimana  tindakannya
terhadap hukum. Jadi, karena tiap
komunitas, tiap masyarakat atau tap
bangsa mempunyai nilai-nilai budaya
{emic view) vang berbeda-beda akan
berbeda pula budaya hukummya. Dalam
hubungan ini, Lawrence M.Friedman
(Lawrence M.Friedman, 2001: 9)
mengemukakan bahwa “Setiap
masyarakat, setiap negara, setiap
komunitas mempunyai budaya hukum™.

Ada 2 (dua) hal yang mungkin terjadi
berkaitan dengan hubungan antara nilai-
milai budaya dengan budaya hukum.
Pertama, masyarakat akan cenderung
mematuhi substansi hukum jika nilai-nilai
substansi  hukum ity menunjukkan
kesesuaian dengan nilai-nilai budayanya.
Kedua, akan terjadi hal yang sebaliknya
jika nilai-nilai budaya bertentangan

dengan nilai-nilai substansi hukum yang
ditetapkan  negara  (badan  yang
berwenang). Dalam hal ini, masyarakat
cenderung menunjukkan sikap atau
perilaku  yang mengabaikan  atau
miclanggar  substansi  hukum. Jadi,
berdasarkan uraian yang dikemukakan di
atas dapat diketahui bahwa nilai-nilai
budaya yang divakini suatu kelompok,
suku atau bangsa sangal besar
pengaruhnya terhadap budaya hukum
kelompok. suku atau bangsa yang
bersangkutan. Dengan perkataan lain,
budaya hukum pada dasarnya merupakan
gambaran dari sikap atau perilaku
kelompok, suku atau bangsa terhadap
hukum dan sistem hukum. Perilaku itu
akan terwujud dalam bentuk mematuhi
atau  mengabaikan atau  melanggar
substansi hukum.

Van Vollen Hoven membagi
masyarakat Indonesia atas 19 (sembilan
belas) lingkaran hukum adat
(Koentjaraningrat, 1990: 301). Pembagian
ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang mulii etnis yang
memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda-
beda. Tiap kelompok masyarakat dalam
lingkaran hukum adat memiliki nilai-nilai
budaya yang berbeda schingga patut
diduga bahwa masing-masing kelompok
masyarakat akan memiliki persepsi dan
sikap yang berbeda terhadap substansi
hukum dan sistem hukun. Dengan
demikian, akan melahirkan budaya
hukum yang berbeda-beda pula. Dua di
antara lingkaran hukum adat yang
menjadi  fokus pembahasan adalah
lingkaran hukum adat Batak-Toba yang
asalnya dari Tapanuli dan lingkaran
hukum adat Sunda yang pada umumnya
berdomisili di Jawa Barat.

Kedua kelompok masyarakat tersebut
memiliki persepsi dan sikap yang berbeda
terhadap pembatasan usia kawin minimal
dalam UU Nomor | Tahun 1974. Dalam
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Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974
discbutkan bahwa “Perkawinan hanya
diijinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.” Akan tetapi, substansi
hukum mengenai pembatasan usia kawin
tersebut dalam kenyataan disikapi secara
berbeda oleh masyarakat Batak-Toba dan
Sunda. Perbedaan sikap dan tanggapan ini
menunjukkan perbedaan budaya hukum
di antara kedua masyarakat tersebut.

Sikap atau perilaku masyarakat
Sunda cenderung menghindari atau
mengabaikan pembatasan usia kawin
karena dalam  kenyataan  terdapal
perkawinan dalam usia muda di bawah
ketentuan undang-undang (Ansorullah,
1996: 25-27). Sikap atau perilaku
masyarakat ~ Batak-Toba  cenderung
sebaliknya yakni menunjukkan
kecenderungan sikap  atau perilaku
mematuhi atau pembatasan usia kawin.
Rata-rata usia kawin calon pengantin
Batak-Toba adalah di atas ketentuan
undang-undang. Bahkan, dalam beberapa
kasus di kota besar seperti Jakarta ada
calon pengantin pria berusia di atas 30
(tiga puluh) tahun dan calon pengantin
wanita di atas usia 27 (dua puluh tujuh)
{shun. Perbedaan kecenderungan sikap
dan perilaku terhadap pembatasan usia
kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 di
antara masyarakat Sunda dan Batak-Toba
schagaimana dikemukakan di atas tentu
saja menarik untuk diteliti.

2. Identifikasi Masalah

a. Nilai-nilai budaya apakah yang
mempengaruhi  budaya hukum
masyarakat Toba?

b. Bagaimana budaya hukum
masyarakat Batak-Toba (Tapanuli)
berpengaruh  terhadap pembatasan
usia kawin menurut UU Nomor 1
Tahun 1974 ?

HOTAMA P SIBLEA : BUDAY A HUKUN MASY ARAKRAT BATAK TOBA..|

3. Methode Penelitian

Methode penelitian yang
dipergunakan dalam penulisan ini adalah
methode penelitian kualitatif karena yang
diteliti adalah faktor-faktor apa Yyang
menjadi  penyebab  budaya hukum
masyarakat ~ Batak-Toba (Tapanuli)
bersesuaian dengan UU Nomor 1 Tahun
1974  berkaitan  dengan  ketentuan
pembatasan usia kawin.

B. PEMBAHASAN
1. Kerangka Teoritis Tentang

Budaya Hukum
a. Unsur-unsur dan Wujud

Kebudayaan

Apakah kebudayaan itu ? E.B.Tylor
seperti  yang dikutip oleh Soerjono
Soekanto dalam bukunya “Sosiologi
Suatu Pengantar” mengemukakan bahwa
“Kebudayaan adalah kompleks yang
mencakup pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum adat-istiadat dan
lain  kemampuan-kemampuan  seria
kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan
oleh  manusia  sebagai anggota
masyarakat” Apabila berpedoman pada
definisi yang dikemukakan di atas dapat
diketahui  bahwa  ruang  lingkup
kebudayaan adalah sangat luas. Sebab.
meliputi semua aspek kehidupan manusia
sebagai anggota masyarakat. Senada
dengan definisi itu, Koentjaraningrat
(Koentjaraningrat, 1990 180) me-
ngemukakan bahwa “Kebudayaan adalah
keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan
hasil karya manusia dalam rangka
kehidupan masyarakat yang dijadikan
milik diri manusia dengan belajar.” Jadi.
menurut  Koentjaraningrat kebudayaan
berkaitan erat dengan 3 (tiga) macam hal
yang satu sama lain berkaitan eral
Pertama, hal-hal yang bersifat abstrak
seperti sistem gagasan, pengetahuan.
kesenian, nilai dan lain-lain. Kedua, hal-
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hal yang berkaitz
perilaku  manu
(konkrit) yaitu
terpola misalnya }
Ketiga. hal-hal van
benda-benda
dari gagasan dan k
candi, peralatan
benda seni dan lai gainy

Ruang lingkup kebudayaan yang
sangat luas itu dibentuk oleh beberapa
unsur (komponen) kebudayaan.
C.Kluckhohn (Soerjone Soeckanto, 1990:
193) mengemukakan bahwa kebudayaan
terdiri atas 7 (tujuh) unsur yaitu : (a)
peralatan dan  perlengkapan hidup
manusia, (b) mata pencaharian hidup dan
sistem-sistem  ekonomi, (c) sistem
kemasyarakatan  (sistem kekerabatan,
organisasi politik, sistem hukum, sistem
perkawinan), (d) bahasa (lisan maupun
tertulis), (e) kesenian, (f) sistem
pengetahuan dan religi  (sistem
kepercayaan).

Pembagian unsur-unsur kebudayaan
itu mengandung arti bahwa dalam garis
besarnya setiap kebudayaan memiliki
sekurang-kurangnya unsur-unsur yang
sama. Sekalipun ada perbedaan tetapi
dianggap bukan perbedaan yang bersifat
prinsip. Masing-masing unsur
kebudayaan dibentuk oleh satuan-satuan
yang lebih kecil (sub-unsur) yang disebut
kompleks kebudayaan. Kompleks
kebudayaan dibentuk cleh satuan-satuan
yang lebih kecil lagi yang disebut tema-
tema  budaya. Tema-tema budaya
dibentuk oleh satuan-satuan yang lebih
keeil lagi dan demikian seterusnya.

Unsur-unsur kebudayaan menjelma
dalam tiap macam wujud kebudayaan
yang menurut Koentjaraningrat (Soerjono
Soekanto, 1990: 186-187) terdiri atas : (a)
wujud  kebudayaan  sebagai  suatu
kompleks dari ide-ide. gagasan, nilai-
nilai, norma-norma, peraturan dan

fisik

agal  perwujudan
manusia seperti

secbagainya, (b)

wujud  kebudayaan
sebagai kompleks aktivitas serta tindakan
berpola dari manusia dalam masyarakat,
(c) wujud kebudayaan sebagai benda-
benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud kebudayaan tidak
terpisah satu sama lain. Ide atau gagasan

sebagat  wujud  kebudayaan  ideal
mempengaruhi  perilaku dan tindakan

manusia dan benda-benda fisik sebagai
hasil karya manusia. Oleh sebab itu,
ketiga wujud kebudayaan akan sclalu
terdapat pada tiap unsur kebudayaan.
Misalnya unsur sistem kemasyarakatan
sebagai unsur kebudayaan yang meliputi
kompleks  budaya  seperti  sistem
kekerabatan, sistem hukum, sistem
perkawinan dan lain-lain akan menjelma
dalam 3 (tiga) wujud kebudayaan.
Pertama, wujud kebudayaan pada tataran
nilai akan tercermin dalam nilai-nilai
sakral yang melandasi ikatan perkawinan

seperti  misalnya nilai  religius-magis
schingga perkawinan adalah suatu
peristiwa penting dalam  kehidupan

seseorang. Maka, untuk melangsungkan
perkawinan ada ritual-ritual sakral yang
harus  dilaksanakan. Kedua, wujud
kebudayaan pada tataran perilaku akan
tercermin dari upacara-upacara
perkawinan sebagai perilaku terpola yang
harus dilakukan kedua belah pihak seperti
upacara melamar atau upacara pesta
perkawinan. Ketiga, wujud kebudayaan
pada tataran fisik akan tercermin dari
benda-benda fisik yang dipergunakan
dalam ritual perkawinan seperti sirih,
uang logam, emas, perak, pakaian, piring,
perabot rumah-tangga dan lain-lain,
Wujud kebudayaan yang akan
dibicarakan adalah wujud kebudayaan
yang disebut pertama yaitu “cultural
system (sistem budaya)” (Soerjono
Soekanto, 1990: 186-187). Sistem budaya
merupakan bagian ideal dari kebudayaan
karena berkaitan dengan ide-ide, gagasan-
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gagasan, nilai-nilai, nOrmMa-norma,
peraturan  dan  sebagainya. Ide-ide,
gagasan-gagasan  aiau nilai-nilai  itu
mengatur dan memberi arah kepada
perilaku, tindakan, perbuatan dan karya
manusia (Soerjono Soekanto, 1990: 186-
187). Nilai-nilai budaya, ide atau gagasan
tersebut mengarahkan dan menentukan
bagaimana suatu masyarakat
mempersepsi dan menyikapi setiap gejala
yang terdapat dalam kehidupan manusia.
Nilai-nilai budaya menjadi acuan dalam
menentukan  bagaimana  seharusnya
masyarakat bersikap atau bertindak
terhadap suatu gejala.

Hal yang sama juga berlaku dalam
hal mempersepsi atau menangeapi gejala
hukum. Nilai-nilai budaya mengarahkan
atau menentukan bagaimana masyarakal
menyikapi gejala-gejala hukum seperti
apakah akan mematuhinya,
mengabaikannya atau melanggarnya.
Nilai-nilai budaya menjadi acuan dalam
menentukan sikap suatu masyarakat
terhadap hukum seperti apakah hukum itu
akan dihindari, disimpangi, diabaikan,
dilanggar atau akan dipatuhi. Budaya
hukum sebagai tanggapan bersama
masyarakat terhadap gejala-gejala hukum
jelas bergantung pada dan ditentukan oleh
pilai-nilai  budaya masyarakat yang
bersangkutan. Oleh sebab itu Satjipto
Rahardjo  mengemukakan “Budaya
hukum suatu bangsa ditentukan oleh
nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan
dalam  mempraktikkan hukumnya”
(Satjipto Rahardjo., 2003: 96)

b. Budaya Hukum

Apakah budaya hukum itu ? Sebelum
membahas pengertian budaya hulkum
terlebih  dahulu  harus dibicarakan
mengenai  sistem  hukum. Menurut
Lawrence M.Friedman sistem hukum
memiliki 3 (tiga) macam unsur yaitu (a)
unsur struktur hukum (b) unsur substansi

B DAY AL KUV ASY ARARAT BAT AR TOBA.

hukum dan (c) unsur budaya hukum
(Lawrence M.Friedman, 2001: 9).

Unsur pertama sistem hukum adalah
unsur struktur hukum. Unsur struktur
hukum berkaitan dengan macam-macam
kelembagaan hukum  dengan segala
kewenangannya dalam suatu sistem
hukum. Kelembagaan hukum dalam garis
besarnya dapat dibagi atas (a) lembaga
pembentuk hukum dan (b) lembaga
penegakan/penerapan hukum. Lembaga
pembentuk hukum adalah badan legislatif
sebagai lembaga pembentuk undang-
undang atau lembaga pembentuk norma-
norma hukum yang bersifat abstrak
umum. Lembaga penegakan/pencrapan
hukum adalah badan judikatif atau
lembaga pengadilan yang bertugas
menerapkan aturan hukum atau undang-
undang terhadap suatu peristiwa konkrit.

Unsur kedua sistem hukum adalah
substansi hukum. Substansi hukum
berkaitan dengan norma-norma  atau
kaidah-kaidah hukum yang dibentuk
lembaga pembentuk hukum. Substansi
hukum dapat meliputi 3 (liga) macam
jenis kaidah hukum yaitu (a) hukum
perundang-undangan, (b) hukum
jurisprudensi dan (c) hukum tidak tertulis.
Kaidah hukum mana di antara ketiganya
yang diutamakan bergantung kepada
sistem hukum masing-masing. Di dunia
ada 2 (dua) jenis sistem hukum yang
terkenal yaitu Common Law System
(seperti di Inggris dan Amerika) dan Civil
Law System (seperti di Belanda). Di luar
kedua sistem hukum tersebut masih
terdapat berbagai jenis sistem hukum
yang lain seperti sistem hukum Islam
(Sunarjati Hartono, 1991: 31).

Sistem hukum Indonesia diwarisi
dari sistem hukum Belanda sehingga
condong pada sistem hukum sipil. Dalam
sistem hukum Indonesia. undang-undang
atau hukum perundang-undangan
merupakan norma-norma hukum  yang
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dan lain-lain.

Unsur ketiga sistem hukum adalah
budaya hukum. Lawrence M.Friedman

(Sunarjati Hartono, 1991: 9)
mengemukakan  “Setiap ~ masy arakat,
setiap  negara,  setiap komunitas

mempunyai budaya hukum.” Maka, tiap
masyarakat, tiap komunitas dengan
sendirinya akan memiliki budaya hukum
yang berbeda. Bahkan, tiap kelompok
dapat memiliki budaya hukum yang
berbeda. Masyarakat Jepang memiliki
“pudaya malu” yaitu suatu jenis budaya
hukum yang menganggap bahwa
penyelesaian suatu masalah berdasarkan
hukum positif belum cukup untuk
menghapuskan  kesalahan  seseorang
sebelum meminta maaf secara terang-
terangan (Satjipto Rahardjo, 2003: 113).
Artinya, penyelesaian berdasarkan hukum
negara harus pula dibarengi dengan
penyclesaian berdasarkan hukum moral.
Bahkan, hukuman moral dianggap jauh
lebih berat daripada hukuman negara.
Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto
Rahardjo, 2003: 114), hal itu disebabkan
masyarakat Jepang sckalipun memakai
gsistem hukum moderen tetapi lebih
mengutamakan moralitas (supremacy of
moral). Akan tetapi, ada juga bangsa yang
memiliki budaya hukum yang berbeda.
Misalnya, ada kelompok masyarakat
tertentu di Indonesia  memiliki
kecenderungan sikap (budaya hukum)
yang menghindari hukum sebagai sarana
penyelesaian masalah. Dengan
menyimpang dari ketentuan hukum yang
ditetapkan oleh negara, seperti misalnya

HOTMABRSIBIE L -BIB WV AVHLALM VMASYARARAT BAT AR TOBY.

kebiasaan penyelesaian pelanggaran lalu
lintas di luar pengadilan.

Contoh pertama menunjukkan bahwa
masyarakat Jepang tidak menganggap
hukum  sebagai  sarana  “ullimum
remedium” dalam penyelesaian masalah
dalam arti yang positif. Penyelesaian
masalah berdasarkan hukum dianggap
fidak cukup memadai sehingga perlu
penyelesaian secara  lain  yakni
penyelesaian secara moral. Contch kedua
menunjukkan bahwa ada sebagian
masyarakat Indonesia tidak menganggap
hukum  sebagai  sarana  “ultimum
remedium” dalam penyelesaian masalah
sehingga  menghindari penyelesaian
menurut aturan hukum.

Dalam kedua contoh kasus jelas
tampak bagaimana substansi hukum itu
dipersepsi dan disikapi secara berbeda
dari sudut pandang nilai-nilai budaya
yang berbeda yang hidup dalam
masyarakat. Kedua contoh menunjukkan
dua macam perilaku yang berbeda dalam
penyelesaian masalah menurut atran
hukum negara. Kedua contoh
menunjukkan perbedaan persepsi dan
sikap yang berbeda terhadap substansi
hukum dan sistem hukum. Perbedaan itu
disebabkan oleh perbedaan nilai-nilia
yang dianut. Friedman (Satjipto Rahardjo,
2003: &) mengemukakan bahwa “Budaya
hukum adalah sikap manusia terhadap
hukum dan sistem hukum yang berkaitan
dengan kepercayaan, nilai, pemikiran
serta harapannya.” Sebagai akibat dari
pengaruh nilai-nilai budaya tersebut,
Friedman (Satjipto Rahardjo, 2003: 8)
Jebih lanjut mengemukakan bahwa
budaya hukum itulah yang menentukan
bagaimana hukum akan digunakan,
dihindari atau disalahgunakan.

Sikap dan tanggapan terhadap hukum
dalam masyarakat Jepang dan Indonesia
tersebut bukan gambaran dari sikap
pribadi-pribadi  tetapi kecenderungan
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Dalam  masyarakat  Batak-Toba
fanggung jawab untuk  meneruskan
gilsilah keluarga dalam kesatuan suatu
marga terletak di pundak anak laki-laki
sesuai dengan sistem kemasyarakatan
Batak-Toba yang patrilineal ~murni.
Silsilah satu keluarga dari silsilah satu
marga dengan sendirinya akan punah jika
kepala keluarga (bapak atau ayah)
meninggal dunia tanpa memiliki anak
faki-laki. Wanita tidak memiliki tanggung
jawab sosial seperii ini karena wanita
yang sudah kawin akan meneruskan garis
keturunan pihak suaminya.

Dalam usia berapa  seseorang
sebaiknya kawin? Tidak ada keseragaman
pada seluruh sistem kemasyarakatan yang
ada di Indonesia mengenai hal ini.
Masing-masing sistem kemasyarakatan
memiliki pandangan dan alasan tersendiri.

Bagi masyarakat Batak-Toba kapan
seseorang  sebaiknya kawin  atau
berkeluarga tidak semata-mata ditentukan
oleh usia. Usia hanya salah satu faktor
pertimbangan tetapi bukan faktor yang
menentukan pertimbangan. Faktor utama
untuk menentukan kapan seseorang kawin
dalam masyarakat Batak-Toba adalah

faktor kemampuan untuk bertanggung
jawab. Kemampuan berianggung jawab
tentu saja tidak dapat diukur dari segi usia
melainkan gabungan dari berbagai faktor
yaitu faktor usia, mental, kemampuan
ekonomis dan lain-lain sebagainya. Oleh
karena itu, faktor pertimbangan yang
menentukan keputusan kapan scorang
anak sebaiknya kawin atau berumah
tangga tidak pernah menjadi sesuatu hal
yang sederhana bagi masyarakat Batak-
Toba. Berbagai faktor yang menjadi
bahan pertimbangan  itu memiliki
implikasi langsung terhadap rata-rata usia
calon pengantin dalam masyarakat Batak
Toba. Hal itu tercermin dari rata-rata usia
kawin calon pengantin masyarakat Batak
Toba yang berada di atas batas usia kawin

BUDSY A HERUM M ASY AR AN VI BATAR TOBA..

minimal yang ditentukan oleh undang-
undang. Data mengenai hal itu dapat
dilihat di Kantor Catatan Sipil DKI
Jakarta atau dari hasil observasi dalam
pesta-pesta perkawinan adat masyarakat
Batak Toba di Jakarta sebagai kota besar.
Dari  hasil observasi pada pesta
perkawinan adat masyarakat Batak Toba
dapat diketahui bahwa rata-rata usia
pasangan calon pengantin adalah di atas
ketentuan usia yang ditetapkan dalam
undang-undang. Usia rata-rata calon
pengantin pria adalah di atas 27 (dua
puluh tujuh) tahun sedangkan usia calon
pengantin wanita adalah di atas 23 (dua
puluh tiga) tahun. Pada usia tersebut rata-
rata kedua calon pengantin (laki-laki dan
wanita) telah menyelesaikan jenjang
pendidikan minimal strata satu (S-1).

b. Budaya Hukum  Masyarakat
Batak-Toba Berkaitan Dengan
Pembatasan Usia Kawin Minimal
Menurut Undang-undang Nomor 1
Tabhun 1974
Data yang dikemukakan di atas

menunjukkan bahwa masyarakat Batak-
Toba menunjukkan kecenderungan sikap
atau perilaku (budaya hukum) untuk
mematuhi ketentuan pembatasan usia
kawin minimal seperti diatur dalam
undang-undang. Apa sebab masyarakat
Baiak-Toba memiliki budaya hukum atau
kecenderungan perilaku seperti
dikemukakan di  atas? ~ Menurut
pengamatan  penulis, faktor  yang
menyebabkan ~masyarakat Batak-Toba
memiliki budaya hukum yang demikian
bukan karena kesadaran hukum yang
sudah tinggi melainkan karena pengaruh
faktor nilai-nilai budaya.

Dalam masyarakat Batak-Toba tidak
ada nilai-nilai  sosial-budaya yang
menganggap bahwa perkawinan pada usia
muda sebagai suatu hal yang baik.
Sebaliknya, —masyarakat Batak-Toba
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muda adalah ses
Apalagi kalau di
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adalah sangat pentir
Batak-Toba. Sebab. ar
penerus garis ketun
dalam silsilah marga ses
kekerabatan patrilineal mu
oleh masyarakat Batak-Tobz
itu, seorang ayah den
upaya akan mendorong
laki-laki untuk berpikiran
mencapai prestasi yang tinggi.
seorang ayah akan sangat bangga a a
anaknya yang laki-laki telah mencapai
kedudukan yang terhormat dalam
masyarakat atau status sosial yang
terpandang  dan baru kemudian
membentuk suatu keluarga. Apalagi jika
anak tersebut juga berhasil mencapai
pendidikan yang tinggi. Hal itu berkaiian
dengan nilai-nilai sosial-budaya
masyarakat Batak-Toba mengenai suatu
perkawinan yang ideal sebagaimana
dikemukakan di atas. Bagi masyarakat
Batak-Toba, suatu perkawinan adalah
ideal jika seorang laki-laki sudah mampu
mandiri untuk membentuk rumah tangga
dari sudut ekonomi, sosial dan budaya.
Dalam arti bahwa seorang anak laki-laki
idealnya harus sudah bekerja dan
mempunyai penghasilan sendiri barulah
pantas untuk membentuk rumah tangga.
Pandangan perkawinan ideal
sebagaimana dikemukakan di atas bukan
hanya menjadi idaman pihak keluarga
laki-laki saja. Akan tetapi, juga menjadi
idaman pihak keluarga wanita calon
istrinya. Keluarga pihak perempuan akan
merasa bangga jika calon suami anaknya
sudah bekerja dan apalagi kalau memiliki
pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, pihak
keluarga wanita akan merasa enggan
untuk  mengijinkan  anaknya untuk
menikah dengan seorang laki-laki yang
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belum memiliki  penghasilan  sendiri.
Bahkan, pihak keluarga wanita akan
merasa terhina dan akan mendapat
cemohan dari kerabat-kerabatnya jika
mengawinkan putrinya dengan laki-laki
vang belum bekerja. Dengan perkataan
lain, “gengsi” keluarga pihak perempuan
memiliki peranan penting dan menjadi
salah satu pertimbangan jika hendak
menikahkan putrinya.

Bungaran Simanjuntak  dalam
oukunya “Status dan Kehuasaan Orang
Batak Toba”, mengemukakan bahwa
masyarakat Batak Toba memiliki nilai
budaya yang tersimpul dalam suatu motto
yaitu “hamoraon (kekayaan), hagabeon
(memiliki keturunan atau anak) dan
hasangapon (kekuasaan).” Ketiganya satu
sama lain berkaitan erat. Ketiga prinsip

ini selalu  mewamai  pandangan
masyarakat Batak-Toba dalam

menanggapi setiap fenomena. Di antara
ketiga  prinsip  terscbut,  prinsip
“hagabeon™ atau memperoleh anak
terutama anak laki-laki” merupakan
prinsip yang sangat penting. Hal itu
berkaitan dengan sistem kemasyarakatan
Batak-Toba yang menganut sistem
patrilineal  mumi. Dalam  sistem
kekerabatan seperti ini anak laki-laki
memegang  peranan  dan  memiliki
kedudukan  yang  penting  karena
merupakan penerus garis  keturunan
ayahnya atau marganya, Dalam rangka
menjunjung tinggi prinsip “hagabeon”
inilah prinsip kedua yaitu “hamoraoan”
atau  kekayaan berfungsi. Dalam arti
bahwa seorang bapa yang memiliki harta
kekayaan akan mempergunakan seluruh
hartanya demi kepentingan dan kemajuan
anak-anaknya terutama anak laki-laki.
Seorang bapa atau ayah yang memiliki
harta kekayaan akan menjadi celaan
kerabat dan masyarakat jika anak-
anaknya terutama anak laki-laki gagal
dalam pendidikan atau dalam suatu
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bidang tertentu. Harta kekayaan seorang
bapa atau ayah harus dipergunakan untuk
mendukung anaknya supaya mencapai
prestasi, pendidikan atau kedudukan yang
setinggi-tingginya. Dengan jalan
demikian, anak yang bersangkutan
diharapkan menjadi orang yang memiliki
kedudukan atau kekuasaan (Bungaran A.
Simanjuntak. 2003: 371).

Penggunaan harta kekayaan
(hamoraoan) seorang bapa atau anak
untuk kepentingan anak-anaknya
berkaitan  dengan  prinsip  ketiga
masyarakat Batak-Toba yaitu
“hasangapon” atau kekuasaan.
Masyarakat Batak-Toba dapat dikatakan
sebagai  masyarakat yang  “gila”
kekuasaan. Kekuasaan sangat penting dan
selalu menjadi idaman masyarakat Batak-
Toba karena kekuasan dapat
meningkatkan harkat dan martabat atau
“gengsi” suatu keluarga. Oleh karena itu,
unfuk  mencapai  kekuasaan  atau
kedudukan harta kekayaan kalau perlu
harus dipertaruhkan.

Apabila bertitik tolak dari uraian
yang dikemukakan di atas dapat dipahami
faktor apa yang menyebabkan ketentuan
pembatasan usia kawin minimal datam
UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat berlaku
efektif dalam masyarakat Batak-Toba.
Sebabnya, tidak lain adalah nilai-nilia
sosial budaya. Pembatasan usia kawin
dalam UU MNomor 1 Tahun 1974
dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya
yang dianut oleh masyarakat Batak-Toba.
Bahkan, dapat dikemukakan bahwa
efektivitas pembatasan usia  kawin
minimal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974
didukung oleh masyarakat Batak-Toba
bukan karena faktor substansi hukum

- yang ditetapkan oleh negara tetapi karena
faktor  nilai-nilai  budaya.  Dalam
hubungan ini dapat diketahui bahwa
antara nilai-nilai yang terdapat dalam UU
Nomor 1 Tahun 1974 terdapat kesesuaian
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dengan nilai-nilai yang melandasi
perilaku substantif masyarakat Batak-
Toba khususnya yang berkaitan dengan
batas usia kawin minimal. Bahkan, dapat
dikemukakan bahwa budaya hukum
masyarakat Batak-Toba akan tetap
menunjukkan  kecenderungan  tidak
menyukai perkawinan pada usia muda
terlepas dari ada tidaknya ketentuan
pembatasan usia kawin dalam UU Nomor
1 Tahun 1974.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah

dikemukakan di atas dapat ditarik

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

a. Masyarakat Batak Toba memiliki
seperangkat nilai-nilai budaya yang
menganggap bahwa  perkawinan
adalah suatu peristiwa penting dalam
kehidupan manusia sehingga
seseorang tidak baik jika dalam usia
muda sudah melangsungkan
perkawinan. Menurut  pandangan
masyarakat Batak Toba. seseorang
kawin jika sudah siap dari berbagai
segi seperti segi ekonomi, mental dan
sosial. Oleh sebab itu, masyarakat
Batak-Toba tidak menyukai
perkawinan pada usia muda. Kawin
pada usia muda dianggap akan lebih
banyak mendatangkan masalah bagi
yang bersangkutan atau keluarga
pihak laki-laki maupun Kkeluarga
pihak perempuan dan kaum kerabat
kedua belah pihak. Sebab, orang
yang kawin pada wusia muda
sesungguhnya belum siap  dari
berbagai segi seperti disebut di atas.

b. Nilai-nilai  budaya itu  besar
pengaruhnya terhadap kepatuhan
masyarakat Batak Toba terhadap
pembatasan usia kawin seperti diatur
dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.
Oleh karena pengaruh nilai-nilai
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2. Saran
Dalam hubungan dengan kesimpulan

yang dikemukakan di atas

mengajukan beberapa saran
berikut :

a Untuk meningkatkan pengetahuan
mengenai efek negatif perkawinan
pada usia muda perlu dilakukan
penyuluhan  kesehatan perkawinan
secara intensif di kalangan generasi
muda,

b. Generasi muda masyarakat Batak
Toba yang lahir dan besar di Jakarta
perlu tetap mempertahankan nila-
nilai budaya yang baik seperti nilai-
nilai budava yang menganggap
bahwa perkawinan pada usia muda
sebaiknya dihindari karena pasangan
vang kawin pada usia muda dalam
berbagai hal sesungguhnya belum
siap.  Ketidaksiapan  memasuki
jenjang perkawinan karena usia yang
masih muda dengan sendirinya
mempunyai pengaruh yang besar
terhadap kualitas dan kelangsungan
hidup perkawinan

sebagai
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